BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
telah dilakukan mengenai Upaya Badan Pertanahan
Nasional Dalam Penanganan Sengketa Tanah Pespektif
Figh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Seluma), maka

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya BPN Kabupaten Seluma dalam penyelesaian
sengketa tanah tergambarkan melalui empat langkah
utama, yaitu pengumpulan dan verifikasi data yuridis
serta fisik untuk memastikan keabsahan data
kepemilikan tanah, peninjauan lapangan melalui
pengukuran ulang guna mengetahui batas dan luas
tanah secara pasti, Kklarifikasi para pihak yang
bersengketa untuk memperoleh keterangan Yyang
objektif, serta fasilitasi mediasi dan pendampingan
sebagai upaya penyelesaian secara damai dan non-
litigasi. Keempat langkah tersebut dilakukan untuk
mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan

kemaslahatan bagi masyarakat.
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2. Ditinjau dari perspektif figh siyasah, upaya BPN
Kabupaten Seluma dalam penanganan sengketa tanah
di tengah masyarakat telah sejalan dengan prinsip al-
‘adl (keadilan), al-musawah (persamaan), dan
maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Hal ini
tercermin melalui pengumpulan dan verifikasi data
yuridis serta fisik, peninjauan lapangan, Klarifikasi
para pihak, serta fasilitasi mediasi dan pendampingan
yang dilakukan untuk menciptakan penyelesaian
sengketa yang adil, setara, serta memberikan

kemanfaatan dan menjaga ketertiban masyarakat.

B. Saran
1. Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Seluma
BPN Kabupaten Seluma perlu meningkatkan
Kinerja penanganan sengketa tanah secara proaktif,
preventif, dan transparan. BPN harus memperkuat

koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi
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terkait untuk memastikan kejelasan status hukum
tanah. Selain itu, BPN wajib menjamin keterbukaan
dalam verifikasi data yuridis dan fisik serta
memberikan akses informasi yang memadai kepada
masyarakat,  khususnya terkait hak ulayat.
BPN juga harus menjaga netralitas dan objektivitas
dalam setiap proses mediasi dan pengambilan
keputusan, dengan mengedepankan prinsip keadilan
(al- ‘adl) dan amanah, guna membangun kepercayaan
publik dan mencegah konflik berkepanjangan.
Kepada Pemerintah Kabupaten Seluma

Pemerintah Kabupaten Seluma perlu segera
merevisi kembali Surat Keputusan (SK) tentang batas
wilayah  masyarakat hukum adat berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022. Penetapan
tersebut harus didukung dengan pemetaan partisipatif
yang jelas dan terintegrasi dalam sistem administrasi
pertanahan.

Langkah ini penting untuk memberikan kepastian
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hukum, mencegah tumpang tindih lahan, serta
mengurangi  potensi  konflik agraria di masa
mendatang.
Masyarakat yang terlibat sengketa tanah
Masyarakat yang terlibat sengketa tanah di
Kabupaten Seluma diharapkan lebih aktif dalam
memahami dan melengkapi bukti kepemilikan tanah,
baik secara administratif maupun faktual, guna
memperkuat posisi hukum. Masyarakat juga perlu
meningkatkan kesadaran hukum serta mematuhi
ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang
berlaku di bidang pertanahan. Selain itu, masyarakat
diharapkan mengedepankan penyelesaian sengketa
melalui  musyawarah dan mediasi daripada jalur
konflik, guna menjaga Kketertiban sosial dan
menghindari kerugian yang lebih besar. Partisipasi
aktif dalam proses penyelesaian sengketa serta kerja

sama dengan pihak terkait juga penting untuk
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mencapai penyelesaian yang adil dan berkepastian

hukum.
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